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erppuNo2/2017tentang
Organisasi Kemasyara -
katan (Ormas) telah di-
sahkan menjadi undang-
undang dalam Rapat Paripurna
DPRRI 24 Oktober 2017. Beta-
papun sebagian pihak merasa
kecewa terhadap pengesahan
perppu ini, masih ada ruang
yang dimungkinkan untuk
menggugat perppu, yaitumela-
lui judicial review (JR)ke Mah-
kamah Konstitusi.

Sejumlah elemen masyara- ;

kat menyatakan siap untuk
melakukan JR ke MK, bahkan
salah satu ormas Islam terbe -
sar diIndonesia, Muhammadi-
yah, turut mengonfirmasi ren-
cana untuk JR tersebut. Mu-
hammadiyah memang sejak
awal bersikap kritis dan me-
ngemukakan ketidaksetuju-

annya terhadap Perppu. Bleid *

ini dinilai tidak memenuhi un-
sur kegentingan yang memak-
sa, sebaliknya berbahaya bagi
masa depan demokrasi dan ek-

sistensi negarahukum.

Terima tapi

dengan Revisi
Sesuaiketentuan UUD 1945

jo UUNo012/2011 tentang Pem-

bentukan Peraturan  Per-

undang-undangan dinyatakan
bahwaperppuharusmendapat -
kan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Republik In-
donesia. DPR sendiri hanya me-
milikiduapilihan, yaitumembe-
rikan persetujuan (menerima)
atautidakmemberikanpersetu-

juan (menolak) (Vide: Pasal 52). .

Uniknya pada saat pengesahan

Revisi PerppuOrmas .

perppu yang lalu terdapat tiga
fraksi (Demokrat, PKB, ‘dan
PPP) yang menerima dengan
syarat:Perppuharussegeradire-
visi begitu disahkan menjadi
undang-undang, Bahkan, salah
satu fraksi mengancam jika ti-
dak ada jaminan revisi maka
fraksitersebuttegasakanmeno-
lak. Hasil lobi akhirnya mene-
gaskan 7 fraksi dan pemerintah
menerima perppudengankom-
promi akan dilakukan revisi se -
gerasetelah perppudisahkan.

Sikap ini tentu saja merupa -
kananomalidankerancuanter-
sendiri dalam pengesahan per-
ppudiDPRkemarin. Dengansi-
kap itu, publik bisa menangkap
kesan bahwa sejatinya fraksi-
fraksi dan pemerintah juga
menganggap perppu bermasa-
lah, hanya ‘takkuasa’untukme -
nolaknyadenganberbagaidalih
dan  kepentingan  politik
masing-masing. Normalnya,
kalau dinilai bermasalah, ya di-
tolaksaja (atausebaliknya tegas
menyetujui perppu).

Apa pun dalilnya, publik ti-
dak perlu terlalu fokus pada
anomali tersebut:Saat iniyang
penting adalah-selain menem-
puh JR ke MK-publik perlume-
mastikan perppu yang kini te-
lahjadiundang-undangitudire-
visi segera. Biarlah polemik re-
visi atas perppu itu dikaji para
ahli hukum tata negara, yang
penting bagi publik pasal-pasal
yang mengancam demokrasi
dan hak-hak sipil, termasuk ek-
sistensi negara hukum terko-
reksisegera.

Pasal yang Mengancam
Secara umum terdapat dua
kekhawatiran (atau ancaman)

" atas terbitnya Perppu 2/2017.

Pertama, ancaman terhadap de-
mokrasi (hak berserikat dan
berkumpul, termasuk kritisis-
memasyarakat). Kedua, ancam-
an terhadap supremasi hukum
ataudueprocessof law.

Perppu menganulir UU 17/

2013 terkait proses pembubar -
an ormas yang ditempuh mela-
luipengadilan. MenurutUU17/
2013, pemerintah menjatuh-
kan sanksi pencabutan status
badan hukum setelah adanya
putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum
tetap mengenai pembubaran
ormas berbadan hukum, dan
terhadap putusan pengadilan
negeri tersebut dapat diajukan
upaya hukum kasasi. Sementa-
raitu, perppu memberikan ke-
wenangan mutlak kepada pe-
merintah untuk memberikan
sanksi pembubaran ormas pe-
langgar aturan tanpa melalui
proses peradilan,

Semuaorang mafhum pen-
tingnya proses peradilan dalam
pencabutan hakkonstitusienal
warganegata. Halinidimaksud-
kanuntukmenjamindueprocess
oflaw ataujaminan keadilan ba-
gi warga negara yang dituduh
melanggar hukum: Inilah kon-
sekuensidari pilihan’kita'seba-
gainegarahukum (rechtsstaat)
dan bukan negara kekuasaan
(machstaat) (Vide: UUD 1945
Pasal1-Ayat(3)). Hal ini untuk
menjamin kesetaraan hubung-
anantaranegara-yangdiperan-
kan oleh apparatus-dan warga-
nyasehinggamereka (represen-
tasi negara) tidak bisa berlaku
sewenang-wenang terhadap
warganegara.

Berbeda dengan UU 17/
2013 yang memberikan ruang
persuasif-dialogis bagi ormas
yang dinilai bertentangan de-
ngan Pancasiladan UUD 1945
melalui peringatan bertahap
dan pembinaan, Perppu me-
mangkas ruang itu sehingga
langsung pada proses penca-
butan status badan hukum
(pembubaran). Hal ini bertolak
belakangdengan semangatkita
untuk semakin matang dalam
berdemokrasi. Demokrasiyang
matang ditandai dengan sema-
kin terbukanya pintu dialog se-
hingga perbedaan sikap dan

pandangan dapat didiskusikan
dengankepaladingin.
Pasal-pasal perppumengha-
pus prinsip-prinsip negara hu -
kum dan demokrasi di atas, se-
hinggawajarjikabanyak tuduh -
an bahwa ini semua bukan soal
‘kegentingan yang memaksa’,
tapi soal ketidakmauan-atau
sekurang-kurangnya ketidak-
sabaran Pemerintah-menang-
gungkonsekuensiUU17/2013.
Dus,semangatperppusemakin
menjauhkan kita (set back) dari
cita-cita reformasi yang me-
lawan sistem otoriter (se-

wenang-wenang). Reformasi’

menghendaki satu sistem de-
mokrasiyangmenekankan pro-
ses_dialogis untuk mencapai
konsensus dalam bernegara.
Maka, tidakheranjikaparaakti-
vis reformasi dam aktivis hak
asasi manusiaturut mengecam
keraskeluarnya perppuini.

Pasal Karetdan
Kriminalisasi Massal

Tidak sekadar mengancam
eksistensi negara hukum dan
prinsip-prinsip demokrasi,
perppu. juga—mengandung
pasal-pasal karet dan ambigu
yang membuka peluang kese-
wenang-wenangan akibat taf-
siryangsangatmungkindimo-
nopoli oleh penguasa. Pada-
hal, salah satu konsep dalam
asas legalitas jelas mengata-
kanbahwahukumharuslah lex
stricta, yaitu hukum tertulis
harusdimaknaisecararigid, ti-
dak boleh diperluas sehingga
merugikan subjek pelaku per -
buatan tersebut.

Perppu mengintrodusir pa -
sal larangan bagi ormas untuk
menganut, mengembangkan
serta menyebarkan ajaran atau
paham yang bertentangan de -
ngan Pancasila (Vide: Pasal 59
Ayat (4) Huruf c). Problemnya,
perppumemberi kewenangan
mutlak kepada pemerintah (cq
Mendagri dan Menkumham)
untukmenafsirkandanmenen-

tukan pelanggar Pancasila, baik
dengan pertimbangan atau ti -
dak dari instansi lain (Vide: Pa-
sal 61). Hal ini dikhawatirkan
mengembalikan langgam "taf -
sir tunggal” atas Pancasila yang
menjadikannya kembali seba-
gaialatkekuasaan.

Di sinilah letak "karetnya”
pasallarangan tersebut. Tidak
ada yang bisa memastikan dan
mengimbangi (counter check)
tuduhanatasormasyangdinilai
melanggarlarangan oleh peme-
rintah, Negara bisa secara sepi-
hak menuduh satu ormas ber -
tentangan dengan Pancasila,
lalusecarasepihakjugamembu-
barkannya. Tidakkah ini meru-
pakan langgam otoriter yang
pernahberlakudimasalalu? La-
lu, siapa yang menjamin tuduh-
an pemerintah itubukan untuk
menyasar kelompok tertentu,
kelompokkritis,ataukelompok
yangberseberangan dengan pe-
nguasa/rezim?

Konklusi

Itulah di antara pasal-pasal
yang mengancam keberlang-
sungan sistem demokrasi dan
negara hukum yang kita anut.
Kebebasanmemangperluditata
tapi tidak lantas semena-mena
tanpa mengindahkan prinsip-
prinsip dueprocess of law. Inijuga
bukan soal proradikalisme dan
anti-Pancasila, tapi cara peme-
rintah membubarkan ormas itu
yang perlu kita koreksi bersama
agar sesuai dengan hukum (by
law) sehingga transparan dan
akuntabel. Kita ingin mengha-
dirkan proses pembinaan ormas
yang sejalan dengan prinsip-
prinsip demokrasi dengan me-
ngedepankanprosesdialogisda-
lam bernegara sehingga demo-
krasimakinkuatdantidakmem-
buka peluang kembalinya otori-
tarianisme. Akhirnya kita akan
menagih dan mengawasi janji
wakilrakyatdanpemerintahun-
tuk merevisi UU Pengesahan
PerppuOrmasini. @
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